
I SALINAN 

GUBERNUR BENGKULU 

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU 
NOMOR 39 TAHUN 2019 

TENT ANG 

TATA CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP 
PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN DI LINGKUNGAN 

PEMERINTAH DAERAH PROVINS! BENGKULU 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR BENGKULU, 

Menimbang: a. bahwa dalam rangka untuk kelancaran dan ketertiban 
proses penyelesaian kerugian daerah agar dapat berjalan 
efektif dan efisien perlu dibuat tata cara tuntutan ganti 

rugi keuangan dan barang milik daerah; 

b. bahwa dalam Peraturan Gubemur Bengkulu Nomor 55 

Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan 
Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Dan 

Barang Milik Daerah masih terdapat kekurangan dan 
belum dapat menampung perkembangan kebutuhan 

mengenai aturan tuntutan ganti kerugian keuangan 
daerah sehingga perlu diganti; 

c. bahwa untuk mempedomani ketentuan Pasal 56 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 
tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 
Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat 
Lain perlu menetapkan Peraturan Gubemur Bengkulu 

tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian 
Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau 

Pejabat Lain Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi 
Bengkulu; 

--- --- --- --- --- --- --- ---- 
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d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu 

menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Tata 

Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 
Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat 

Lain; 

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang 

Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang 
Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah 
Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat 
Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5934); 

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 
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5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 ten tang Perubahan 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

157); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 
tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 

Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat 
Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 161); 

7. Peraturan Daerah Propinsi Bengkulu Nomor 9 Tahun 

2003 tentang Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan 

Ganti Rugi Keuangan Dan Barang Daerah (Lembaran 
Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2003 Nomor 9 Seri "A"); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA 
PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH 

TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA 
ATAU PEJABAT LAIN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 
DAERAH PROVINS! BENGKULU. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 
1. Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan 

yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara 
atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan 
Kerugian Daerah. 
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2. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat 
berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya 
sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja 

maupun lalai. 
3. Pegawai Negeri Bukan Bendahara adalah Pegawai 

Aparatur Sipil Negara termasuk Calon Pegawai Negeri 
Sipil, Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja dan 

Pegawai Non PNS di Badan Layanan Umum Daerah. 
4. Pejabat Lain adalah Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah serta pimpinan dan anggota 
lembaga nonstruktural yang dibiayai Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah. 
5. Lembaga Non Struktural yang selanjutnya disingkat LNS 

adalah lembaga yang dibentuk melalui peraturan 
perundang-undangan tertentu guna menunjang 

pelaksanaan fungsi pemerintahan daerah serta dibiayai 
oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

6. Pihak Yang Merugikan adalah Pegawai Negeri Bukan 
Bendahara atau Pejabat Lain yang berdasarkan hasil 
pemeriksaan menimbulkan Kerugian Daerah. 

7. Pengampu adalah orang atau badan yang mempunyai 
tanggung jawab hukum untuk mewakili seseorang karena 
sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalam 
segala hal cakap untuk bertindak dalam hukum. 

8. Yang Memperoleh Hak adalah orang atau badan karena 
adanya perbuatan atau peristiwa hukum, telah menerima 
pelepasan hak atas kepemilikan uang, surat berharga, 
dan/atau barang dari Pihak Yang Merugikan. 

9. Ahli Waris adalah anggota keluarga yang masih hidup 
yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang 
hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris. 

10. Perangkat Dearah yang selanjutnya disingkat PD adalah 
Organisasi atau Lembaga Pada Pemerintah Daerah yang 
bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka 
penyelenggaraan Pemerintahan di daerah. 
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11. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang 

selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah 

pada pemerintah daerah yang melaksanakan pengelolaan 

keuangan daerah. 

12. Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya 

disingkat PPKD adalah pejabat yang berwenang untuk 

menyelesaikan Kerugian Daerah. 
13. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya 

disingkat TPKD adalah tim yang bertugas memproses 
penyelesaian Kerugian Daerah. 

14. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah yang 

selanjutnya disebut Majelis adalah para pejabat/pegawai 
yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Gubemur untuk 
menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian 

Kerugian Daerah. 
15. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang 

selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan 
dari Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, 
yang menyatakan kesanggupan dan/ atau pengakuan 
bahwa Kerugian Daerah menjadi tanggung jawabnya dan 
bersedia mengganti Kerugian Daerah dimaksud. 

16. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian 
Sementara yang selanjutnya disebut SKP2KS adalah surat 

yang dibuat oleh Gubemur/Kepala Satuan Kerja Pengelola 
Keuangan Daerah dalam hal SKT JM tidak mungkin 
diperoleh. 

17. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian yang 
selanjutnya disebut SKP2K adalah surat keputusan yang 
ditetapkan oleh Gubemur yang mempunyai kekuatan 

hukum tetap tentang pembebanan penggantian Kerugian 
Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau 
Pejabat Lain. 

18. Tunai adalah pembayaran yang dilakukan sekaligus/ 
lunas. 
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19. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 

disingkat DPRD adalah lembaga perwakilah rakyat daerah 
yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah. 

20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan 
tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan 
Daerah. 

Pasal 2 

(1) Setiap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain 
wajib melakukan tindakan pengamanan terhadap: 
a. uang, surat berharga, dan/ atau barang milik daerah 

yang berada dalam penguasaannya dari kemungkinan 
terjadinya Kerugian Daerah; dan/ atau 

b. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada 
dalam penguasaannya dari kemungkinan terjadinya 
Kerugian Daerah. 

(2) Setiap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain 
yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik 
langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan 
daerah diwajibkan mengganti kerugian dimaksud. 

BAB II 

INFORMASI DAN PELAPORAN HASIL VERIFIKASI 
KERUGIAN DAERAH 

Bagian Kesatu 
Informasi 

Pasal 3 

(1) Informasi terjadinya Kerugian Daerah bersumber dari: 
a. hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan 

langsung; 

b. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah; 
c. pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan; 
d. laporan tertulis yang bersangkutan; 
e. informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung 

jawab; 

http://jdih.bengkuluprov.go.idhttp://jdih.bengkuluprov.go.id

http://jdih.bengkuluprov.go.id
http://jdih.bengkuluprov.go.id


- 7 - 

f. perhitungan ex officio; dan/ atau 
g. pelapor secara tertulis. 

(2) PPKD wajib menindaklanjuti setiap informasi terjadinya 
Kerugian Daerah dengan didahului verifikasi informasi. 

Bagian Kedua 
Verifikasi Informasi 

Pasal 4 

(1) Verifikasi informasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 
ayat (2) dilakukan oleh: 
a. Kepala Daerah, dalam hal melibatkan Sekretaris 

Daerah; 
b. Sekretaris Daerah, dalam hal melibatkan Kepala 

PD/kepala SKPKD; 
c. Sekretaris DPRD, dalam hal melibatkan pimpinan dan 

Anggota DPRD; 
d. Kepala PD, dalam hal melibatkan Pegawai Negeri Bukan 

Bendahara Di Lingkungan PD; 
e. Kepala Sekretariat LNSK, dalam hal melibatkan 

pimpinan atau anggota lembaga nonstruktural yang 
dibiayai APBD. 

(2) Verifikasi setiap informasi Kerugian Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) untuk memastikan indikasi 
Kerugian Daerah. 

Pasal 5 

Dalam hal 

Dinas / Satuan 
melimpahkan 

PD mempunyai beberapa UPTD/Cabang 
Pendidikan, maka kepala PD dapat 
kewenangan verifikasi kepada kepala 

UPTD/Cabang Dinas/Satuan Pendidikan atas setiap informasi 
Kerugian Daerah yang melibatkan Pegawai Negeri Bukan 

Bendahara di lingkungan UPTD / Ca bang Dinas / Satuan 
Pendidikan. 

Pasal 6 

(l)Verifikasi atas informasi terjadinya kerugian daerah wajib 
dilaksanakan sejak diterimanya informasi kerugian daerah. 

(2)Pejabat/pegawai yang tidak melaksanakan kewajiban 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi 
administratif. 
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Pasal 7 
(1) Hasil verifikasi atas indikasi Kerugian Daerah dilaporkan 

kepada Gubernur paling lama 4 (empat) hari kerja sejak 

dilakukan verifikasi. 
(2)Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Gubernur memberitahukan kepada Badan Pemeriksa 

Keuangan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya 

laporan hasil verifikasi. 

BAB III 
KEWENANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH 

Bagian Kesatu 

Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah 

Pasal 8 

Gubernur sebagai PPKD berwenang untuk menyelesaikan 

Kerugian Daerah yang dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota 
DPRD, Pimpinan dan Anggota Lembaga nonstruktural, serta 
Pegawai Negeri Bukan Bendahara di lingkungan pemerintah 
daerah Provinsi Bengkulu. 

Pasal 9 

( 1) PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai 
tugas dan wewenang: 
a. melakukan pemantauan penyelesaian Kerugian Daerah; 
b. membentuk dan menetapkan TPKD; 

c. menyetujui atau menolak laporan hasil pemeriksaan 
TPKD; 

d. memberitahukan indikasi Kerugian Daerah kepada 
Badan Pemeriksa Keuangan; 

e. membentuk dan menetapkan Majelis; 
f. menetapkan SKP2KS; 
g. menetapkan SKP2K; dan 

h.melakukan pembebasan atau penghapusan penggantian 
Kerugian Daerah. 

(2) PPKD dapat melimpahkan Togas dan wewenang PPKD 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, 
huruf c, huruf d dan huruf f kepada Kepala SKPKD. 
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(3) Pelaksanaan tugas dan wewenang Kepala SKPKD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak berlaku apabila 

Kerugian Daerah dilakukan oleh Kepala SKPKD. 

Bagian Kedua 
Tim Penyelesaian Kerugian Daerah 

Pasal 10 

( 1) Dalam rangka penyelesaian tuntutan kerugian daerah 
PPKD membentuk TPKD. 

(2) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas 
dan wewenang: 
a. menyusun kronologis terjadinya Kerugian Daerah; 
b. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian 

Daerah; 
c. menghitung jumlah Kerugian Daerah; 
d. menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri 

Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang dapat 
dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian 
Daerah; 

e. melakukan tuntutan ganti kerugian daerah dalam 
bentuk SKTJM; dan 

f. melaporkan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang 
membentuk. 

(3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b 
diperoleh melalui: 

a. pengumpulan dokumen pendukung; dan/atau 
b. permintaan keterangan/ tanggapan/ klarifikasi melalui 

wawancara kepada setiap orang yang terlibat/ diduga 
terlibat/ mengetahui terjadinya Kerugian Daerah yang 
dituangkan dalam hasil pemeriksaan. 

(4) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas 
pejabat pada Inspektorat sebagai ketua TPKD, pejabat pada 
SKPKD sebagai anggota, dan pejabat terkait lainnya sesuai 
dengan kebutuhan. 

(5) Pembentukan TPKD ditetapkan dengan Keputusan 
Gubemur. 
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Pasal 11 

( 1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, TPKD 

dibantu sekretariat TPKD; 

(2) Sekretariat TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

dilaksanakan oleh inspektorat. 
(3) Penganggaran TPKD dibebankan pada DPA Inspektorat 

Provinsi Bengkulu. 

Pasal 12 

Sekretariat TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 

( 1) mempunyai tugas dan wewenang: 
a. mendokumentasikan proses pemeriksaan tuntutan ganti 

rugi daerah; 
b. mempersiapkan surat permohonan permintaan tenaga 

ahli; 
c. mempersiapkan dokumen SKTJM; 
d. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan TPKD kepada 

pihak terkait; dan 
e. menjalankan tugas administrasi lain, dalam rangka 

pelaksanaan tugas TPKD. 

Bagian Ketiga 
Majelis 

Pasal 13 

(1) PPKD membentuk Majelis untuk melakukan Penyelesaian 

kerugian daerah. 
(2) Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 

meliputi: 
a. bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau 

lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; 
b. pihak Yang Merugikan/ Pengampu/ Yang Memperoleh 

Hak/ Ahli Waris dinyatakan wanprestasi atas 
penyelesaian Kerugian Daerah yang telah dikeluarkan 
SKTJM; atau 

c. penerimaan atau keberatan Pihak Yang Merugikan/ 
Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris atas 
penerbitan SKP2KS. 
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(3) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 

dengan Keputusan Gubernur. 

(4) Anggota Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

terdiri dari: 

a. Sekretaris Daerah; 

b. Inspektur; 
c. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah; 

d. Kepala BKD;dan 
e. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah. 

Pasal 14 

Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), 

mempunyai tugas dan wewenang: 

a. memeriksa pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang 
Memperoleh Hak/ Ahli Waris yang menyebabkan kerugian 

daerah; dan 

b. memberikan pertimbangan kepada PPKD yang 
dilaksanakan melalui sidang atas penyelesaian kerugian 
daerah. 

Pasal 15 

Majelis sebelum menjalankan tugasnya mengucapkan 
sumpah/janji di hadapan Gubernur sebagai berikut: 

Demi Allah saya bersumpah/Demi Tuhan Yang Maha Esa 

Saya Menyatakan dan Berjanji dengan sunguh-sungguh (bagi 
non muslim): 

1. bahwa saya, untuk diangkat sebagai Majelis TP-TGR, baik 

langsung maupun tidak langsung dengan rupa atau dalih 
apapun juga, tidak memberi atau menyanggupi akan 

memberi sesuatu kepada siapapun juga; 
2. bahwa saya akan setia dan taat kepada Negara Republik 

Indonesia; 

3. bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang 
menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya 
rahasiakan; 

4. bahwa saya tidak akan menenma hadiah atau sesuatu 
pemberian berupa apa saja, dari siapapun juga, yang saya 
tahu atau patut dapat mengira bahwa ia mempunyai hal 
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yang bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan 

jabatan atau pekerjaan saya; 
5. bahwa saya dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan 

saya, senantiasa akan lebih mementingkan kepentingan 
Negara dari pada kepentingan saya sendiri, seseorang atau 

golongan; 
6. bahwa saya senantiasa akan menjunjung tingggi 

kehormatan Negara, Pemerintah dan Pegawai Negeri Sipil; 
7. bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan 

semangat untuk kepentingan Negara 
Kiranya Tuhan Menolong saya (bagi non muslim). 

Pasal 16 

( 1) Sidang Majelis dilaksanakan apabila dihadiri sekurang- 
kurangnya 3 (tiga) orang dari anggota Majelis. 

(2) Sidang Majelis harus dipimpin oleh Ketua majelis atau 

Wakil Ketua Majelis. 
(3) Anggota Majelis wajib mengundurkan diri dari mengadili 

perkara TGR apabila ia terikat hubungan keluarga 
sedarah dan hubungan suami istri meskipun sudah 

bercerai. 

(4) Apabila anggota majelis sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) tidak mengundurkan diri sedangkan perkara telah 
diputus, maka perkara wajib segera diadili ulang. 

Pasal 17 

(1) Dalam rangka membantu tugas Majelis, dibentuk 
Sekretariat Majelis. 

(2) Sekretariat Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan oleh SKPKD. 

(3) Penganggaran sekretariat Majelis dan Mejelis dibebankan 
pada DPA SKPKD Pemerintah Provinsi Bengkulu. 

(4) Pembentukan Sekretariat Majelis sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. 
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Pasal 18 

Sekretariat Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 7 

ayat ( 1) mempunyai tugas dan wewenang: 
a. mendokumentasikan proses tuntutan ganti rugi daerah; 
b. mempersiapkan surat permohonan permintaan tenaga ahli; 
c. mempersiapkan surat pemanggilan pihak terkait 
d. mempersiapkan dokumen SKP2K; 
e. mempersiapkan surat permohonan penugasan dari Majelis 

TGR; 

f. mengagendakan jadwal sidang majelis; 
g. notulensi pelaksanaan sidang; 

h. mempersiapkan putusan sidang untuk ditandatangani 
majelis; 

1. menyampaikan putusan sidang; dan 
j. menjalankan tugas administrasi lain, dalam rangka 

pelaksanaan tugas Majelis. 

BAB IV 

PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH 

Pemeriksaan Kerugian Daerah Oleh Tim 

Penyelesaian Kerugian Daerah 

Pasal 19 

( 1) dalam hal terdapat indikasi kerugian daerah Berdasarkan 

laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
7 ayat (1), Ketua TPKD menugaskan anggota TPKD untuk 
melakukan pemeriksaan kerugian daerah. 

(2) Anggota TPKD yang ditugaskan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) berjumlah gasal, paling sedikit berjumlah 3 
(tiga) orang dan dapat ditambah sesuai kebutuhan. 

(3) Surat Perintah Penugasan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diterbitkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak 
diterimanya laporan hasil verifikasi. 

Pasal 20 

(1) Dalam pemeriksaan kerugian daerah, TPKD dapat meminta 
pertimbangan tenaga ahli untuk menghitung nilai Kerugian 
Daerah. 
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(2) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) berasal 
dari instansi pemerintah atau nonpemerintah yang 
memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 
Pasal 21 

( 1) TPKD menyampaikan hasil pemeriksaan sementara 

Kerugian Daerah kepada Pihak Yang Merugikan/ 

Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris paling lama 7 

(tujuh) hari kerja setelah dibentuk. 

(2) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh 
Hak/ Ahli W aris dapat memberikan tanggapan terhadap 

hasil pemeriksaan sementara Kerugian Daerah dengan 

dilampiri dokumen pendukung. 
(3) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

disampaikan kepada TPKD paling lama 14 (empat belas) 
hari kerja sejak surat hasil pemeriksaan sementara 

disampaikan. 
(4) Dalam hal tanggapan sebagaimana dimaksud Pada ayat (3) 

tidak diterima sampai dengan batas waktu yang 
ditentukan, maka dianggap tidak ada keberatan atas hasil 
pemeriksaan. 

Pasal 22 

(1) TPKD wajib memeriksa tanggapan hasil pemeriksaan 
sementara paling lama 2 (dua) hari kerja sejak tanggapan 
diterima. 

(2) Dalam hal tanggapan terhadap hasil pemeriksaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, TPKD 
memperbaiki hasil pemeriksaan. 

(3) Dalam hal tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditolak, TPKD melampirkan tanggapan Pihak Yang 
Merugikan/ Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris 
dalam hasil pemeriksaan. 

(4) TPKD menyusun laporan hasil pemeriksaan dengan 
memperhatikan tanggapan terhadap hasil pemeriksaan 
sementara. 
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(5) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (4) disampaikan secara tertulis kepada PPKD/Kepala 
SKPKD paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya 

tanggapan. 

Pasal 23 

(l)Laporan hasil pemeriksaan kerugian daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) berupa pemyataan 

bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/ atau barang 
disebabkan oleh 
a. perbuatan melanggar hukum atau lalai;atau 
b. bukan perbuatan melanggar hukum atau lalai. 

(2) Laporan hasil pemeriksaan Kerugian Daerah yang 
disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit 
memuat: 
a. dasar penugasan TPKD; 

b. pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kerugian 
Daerah; 

c. kategori perbuatan yang mengakibatkan Kerugian 
Daerah yaitu perbuatan melanggar hukum atau lalai; 

d. jenis obyek Kerugian Daerah; 

e. jumlah kerugian daerah; 
f. rekomendasi hasil pemeriksaan; dan 
g. kesimpulan. 

(3) Laporan hasil pemeriksaan Kerugian Daerah yang 
disebabkan bukan perbuatan melanggar hukum atau tidak 
lalai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling 
sedikit memuat: 
a. dasar penugasan TPKD; 

b. jenis obyek kekurangan uang, surat berharga, dan/ a tau 
barang; 

c. jumlah kekurangan uang, surat berharga, dan/ atau 
barang; 

d. rekomendasi hasil pemeriksaan; dan 
e. kesimpulan. 
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Pasal 24 

( 1) Berdasarkan laporan basil pemeriksaan yang disampaikan 

oleh TPKD, PPKD a tau kepala SKPKD memberikan 

pendapat atas laporan basil pemeriksaan. 
(2) Pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. menyetujui laporan basil pemeriksaan; atau 
b. menolak laporan basil pemeriksaan. 

(3) Dalam hal kepala SKPKD menyetujui laporan basil 
pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, 
Kepala SKPKD menyampaikan laporan basil pemeriksaan 
kepada PPKD paling lama 2 (dua) hari kerja sejak 
disetujuinya laporan hasil pemeriksaan. 

(4) Dalam hal PPKD atau kepala SKPKD menolak laporan basil 
pemeriksaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, 
TPKD melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang 
ditolak. 

(5) TPKD menyampaikan Laporan basil pemeriksaan ulang 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada PPKD atau 
kepala SKPKD paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak 
ditolaknya hasil pemeriksaan. 

Bagian Kedua 

Penyelesaian Kerugian Daerah dengan Penerbitan Surat 
Keterangan Tanggung Jawab Mutlak 

Pasal 25 

( 1) Dalam hal PPKD a tau kepala SKPKD menyetujui laporan 
hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 
ayat (2) huruf a, TPKD melakukan penuntutan penggantian 
Kerugian Daerah kepada Pihak Yang Merugikan. 

(2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) berada dalam pengampuan, melarikan diri, 
atau meninggal dunia, penggantian Kerugian Daerah 
beralih kepada Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Abli 
Waris. 
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(3) Pihak yang merugikan /Pengampu/Yang Memperoleh 
Hak/ Ahli W aris membuat surat pernyataan kesanggupan 
bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan 

bersedia mengganti Kerugian Daerah yang dituangkan 

dalam bentuk SKTJM. 

(4) Proses penuntutan penggantian Kerugian Daerah dalam 
bentuk SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling 
lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya surat penugasan. 

(5) SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit 

memuat: 
a. identitas Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang 

Memperoleh Hak/ Ahli Waris; 
b. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar; 

c. Cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Daerah; 
d. Pernyataan penyerahan barang jaminan; dan 
e. Pernyataan dari · Pihak yang Merugikan/ 

Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bahwa 

pernyataan mereka tidak dapat ditarik kembali. 

(6) Pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5) huruf d disertai dengan: 
a. daftar barang yang menjadi jaminan; 

b. bukti kepemilikan yang sah atas barang yang 
dijaminkan; dan 

c. surat kuasa menjual. 
(7) Dalam hal yang bersangkutan tidak memiliki aset untuk 

dijadikan jaminan, maka dapat dibuatkan pernyataan 
pemotongan penghasilan sesuai batasan tertentu yang 
disepakati oleh pihak yang merugikan dengan TPKD. 

Pasal 26 

(1) SKTJM ditandatangani oleh Pihak Yang Merugikan/ 
Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris dan 
diketahui oleh saksi. 

(2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 
salah satu anggota TPKD dan atasan Pihak Yang Merugikan 
atau pejabat pada PD dimana terjadi kerugian daerah. 

(3) SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat 
rangkap 3 (tiga) 
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(4) SKTJM yang sudah ditandatangi oleh Pihak Yang 

Merugikan/ Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris 

tidak dapat ditarik kembali. 

Pasal 27 

(l)TPKD melalui Sekretariat TPKD menyampaikan SKTJM 

yang sudah ditandatangani kepada PPKD melalui kepala 

SKPKD. 
(2)Penyampaian SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disampaikan paling lambat 2 hari kerja sejak 

ditandantangani SKTJM. 

Pasal 28 

(1} Pihak yang Merugikan/ Pengampu/ Yang Memperoleh 
Hak/ Ahli Waris melakukan penggantian Kerugian Daerah 
berdasarkan SKT JM. 

(2) Penggantian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) dilakukan secara tunai a tau angsuran. 

Pasal 29 

(1) Dalam hal Kerugian Daerah sebagai akibat perbuatan 
melanggar hukum, Pihak yang Merugikan/ Pengampu/ 
Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris wajib mengganti 

Kerugian Daerah paling lama 90 (sembilan puluh) hari 
kalender sejak SKTJM ditandatangani. 

(2) Dalam hal Kerugian Daerah sebagai akibat kelalaian, Pihak 
Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli 
Waris wajib mengganti Kerugian Daerah paling lama 24 

(dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani. 

Pasal 30 

(1) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh 
Hak/Ahli Waris dapat mengajukan perpanjangan waktu 
mengganti kerugian daerah kepada Gubemur. 

(2) Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) apabila: 
a. keadaan kahar; 
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b. sakit yang membutuhkan perawatan intensif yang 
dibuktikan dengan surat keterangan dokter / rumah 
sakit; dan 

c. kondisi ekonomi tidak mampu yang dibuktikan dengan 
surat keterangan dari instansi terkait. 

(3) Pengajuan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud 

pada ayat ( 1) disampaikan kepada Gubernur melalui kepala 
SKPKD paling lama 1 (satu) bulan sebelum jatuh tempo 
berakhir. 

(4) Kepala SKPKD dapat berkoordinasi dengan Inspektur dalam 
memberikan pertimbangan atas permohonan perpanjangan 

waktu. 
(S)Kepala SKPKD memberikan pertimbangan kepada 

Gubernur terkait permohonan perpanjangan waktu 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 30 (tiga 
puluh) hari setelah pengajuan perpanjangan waktu 
diterima. 

(6) Perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
ditetapkan dengan keputusan Gubernur. 

Pasal 31 

(1) Dalam rangka penggantian Kerugian Daerah sesuai 
SKTJM, Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/ Yang 
Memperoleh Hak/ Ahli W aris dapat menjual barang yang 
telah terdaftar dalam daftar barang yang menjadi jaminan. 

(2) Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) harus 
mendapat persetujuan PPKD. 

(3) Penjualan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. 

Pasal 32 

Dalam hal Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/ Yang 
Memperoleh Hak/ Ahli Waris tidak mengganti kerugian dalam 
jangka waktu yang telah ditentukan, Pihak Yang Merugikan/ 
Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris dinyatakan 
wanprestasi. 
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Bagian Ketiga 

Penyelesaian Kerugian Daerah dengan Penerbitan Surat 

Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara 

Pasal 33 

(1) Dalam hal SKTJM tidak /belum diterima oleh Pihak yang 

merugikan/pengampu/yang memeroleh hak/ahli waris, 
TPKD segera menyampaikan laporan kepada PPKD atau 
kepala SKPKD. 

(2) PPKD atau kepala SKPKD setelah menerima laporan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan SKP2KS 

paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan. 

Pasal 34 

(l)PPKD atau kepala SKPKD menyampaikan SKP2KS kepada 
Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/ 
Ahli Waris paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak SKP2KS 
ditandatangani. 

(2) Penyampaian SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 

dibuktikan dengan tanda terima dari Pihak Yang 
Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris. 

(3) PPKD atau Kepala SKPKD membuat berita acara, dalam hal 
Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh 
Hak/ Ahli W aris tidak bersedia menandatangani tanda 
terima SKP2KS setelah SKP2KS disampaikan. 

(4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
ditandatangani ketua TPKD dan PPKD atau kepala SKPKD 
dengan memuat keterangan Pihak Yang 

Merugikan/Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris 
tidak bersedia menandatangani tanda terima setelah 
SKP2KS disampaikan. 

(5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

disampaikan oleh PPKD atau kepala SKPKD kepada Majelis 
sebagai pertimbangan dalam sidang. 
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Pasal 35 

Penggantian Kerugian Daerah berdasarkan penerbitan 
SKP2KS dibayarkan secara Tunai paling lama 90 (sembilan 

puluh) hari sejak diterbitkannya SKP2KS. 

Pasal 36 

(1) SKP2KS mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan 
sita jaminan. 

(2) pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Gubemur. 

(3) Pelaksanaan sita jaminan dilakukan oleh instansi yang 
berwenang melaksanakan pengurusan piutang 
negara/ daerah sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Pasal 37 

(1) Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/ Yang Memperoleh 

Hak/ Ahli W aris dapat menerima atau mengajukan 
keberatan SKP2KS paling lama 14 (empat belas) hari kerja 
sejak diterimanya SKP2KS. 

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
disampaikan secara tertulis kepada PPKD atau Kepala 
SKPKD dengan disertai bukti. 

(3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tidak menunda kewajiban Pihak yang Merugikan/ 
Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris untuk 
mengganti Kerugian Daerah. 

Bagian Keempat 
Penyelesaian Kerugian Daerah 

Melalui Majelis 

Pasal 38 

Majelis mempunyai tugas memeriksa dan memberikan 
pertimbangan kepada PPKD atas: 
a. Penyelesaian atas kekurangan uang, surat berharga, 

dan/ atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar 
hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau 
Pejabat Lain; 
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b. penggantian Kerugian Negara Daerah setelah pihak yang 
Merugikan/ Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/ Ahli 
Waris dinyatakan wanprestasi; dan 

c. penyelesaian Kerugian Daerah yang telah diterbitkan 

SKP2KS. 

Pasal 39 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 38, Majelis melakukan sidang. 
Pasal 40 

Dalam sidang untuk penyelesaian atas kekurangan uang, 
surat berharga, dan/ atau barang bukan disebabkan 
perbuatan melanggar hukum atau lalai pegawai Negeri Bukan 
Bendahara atau Pejabat Lain sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 38 huruf a, Majelis melakukan hal sebagai berikut: 
a. memeriksa dan mewawancarai pihak yang Merugikan/ 

Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau 
pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah; 

b. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang 
memiliki keahlian tertentu; 

c. memeriksa bukti yang disampaikan; dan/ atau 
d. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian 

Daerah. 

Pasal 41 

(1) Dalam hal hasil sidang sebagaimana dimaksud pasal 40 
terbukti bahwa kekurangan uang, surat berharga, 
dan/ atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar 
hukum atau lalai, Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau 

Pejabat Lain, Majelis menetapkan putusan hasil sidang. 
(2) Putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berupa pertimbangan penghapusan: 
a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah 

yang berada dalam penguasaan pegawai Negeri Bukan 
Bendahara atau Pejabat Lain; dan/ atau 
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b. uang dan atau barang bukan milik daerah yang berada 

dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara 

atau Pejabat Lain yang digunakan dalam 

penyelenggaraan tugas pemerintahan. 

(3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

disampaikan kepada PPKD. 

(4) Ketentuan tata cara penghapusan berpedoman sesuai 

dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

Pasal 42 

( 1) Dalam hal hasil sidang sebagamana dimaksud dalam Pasal 
40 terbukti bahwa kekurangan uang, surat berharga, 

dan/ atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum 

atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat 

Lain, Majelis dapat memerintahkan TPKD melalui PPKD 

untuk melakukan pemeriksaan kembali. 

(2) Dalam perintah untuk melakukan pemeriksaan kembali 

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Majelis 

menyampaikan hal yang perlu mendapat perhatian dalam 

pemeriksaan kembali. 

(3) TPKD melakukan pemeriksaan u1ang atas materi yang 
perlu mendapat perhatian sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak penugasan 
diterima. 

(4) Setelah melakukan pemeriksaan kembali sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), TPKD melalui PPKD 

menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kembali kepada 
Majelis paling lambat 3 hari kerja sejak penugasan 
berakhir. 

(5) Laporan hasil pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) menyatakan bahwa: 

a. kekurangan uang, surat berharga, dan/ atau barang 
disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai 

Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; 
a tau 
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b. kekurangan uang, surat berharga, dan/ atau barang 
bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau 
lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; 

disertai dengan dokumen pendukung. 

Pasal 43 

(1) Majelis menetapkan putusan berupa pernyataan Kerugian 
Daerah dalam hal: 
a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKD 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (5) huruf a; 

a tau 
b. tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali 

TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (5) 

hurufb. 

(2) Putusan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
disampaikan kepada PPKD paling lama 3 hari kerja sejak 
putusan majelis ditetapkan. 

(3) PPKD menindaklanjuti putusan Majelis sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) melalui proses penyelesaian 
Kerugian Daerah melalui penerbitan SKTJM atau SKP2KS. 

Pasal 44 

( 1) Dalam hal Majelis menyetujui laporan hasil pemeriksaan 
kembali TPKD sebagaimana dimaksud Pasal 42 ayat (5) 

huruf b, Majelis menetapkan putusan berupa 
pertimbangan penghapusan: 

a. uang, surat berharga, dan/ atau barang milik daerah 

yang berada dalam penguasaan pegawai Negeri Bukan 
Bendahara atau Pejabat Lain; dan/ atau 

b. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada 
dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara 

atau Pejabat Lain yang digunakan dalam 
penyelenggaraan tugas pemerintahan. 

(2) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 
kepada PPKD paling lama 3 hari kerja setelah putusan 
ditetapkan. 
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(3) Atas dasar putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
PPKD mengusulkan penghapusan: 
a. uang, surat berharga, dan/ atau barang milik negara/ 

daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri 

Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/ atau 

b. uang dan/atau barang bukan milik negara/daerah yang 
berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan 
Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam 
penyelenggaraan tugas pemerintahan. 

(4) Ketentuan tata cara penghapusan berpedoman sesuai 
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

Pasal 45 

Dalam sidang untuk penyelesaian penggantian Kerugian 
Daerah terhadap Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/ Yang 
Memperoleh Hak/ Ahli Waris dinyatakan wanprestasi, 
sebagaimana dimaksud Pasal 38 huruf b, Majelis melakukan 
hal sebagai berikut: 

a. memeriksa kelengkapan pernyataan penyerahan barang 
jaminan; 

b. memutuskan penyerahan upaya penagihan Kerugian 
Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan 
piutang negara; dan/atau 

c. hal lain yang diperlukan penyelesaian kerugian Daerah. 

Pasal 46 

(1) Setelah melaksanakan sidang sebagaimana dimaksud pada 
Pasal 45, Majelis menetapkan putusan berupa 
pertimbangan penerbitan SKP2K. 

(2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
disampaikan kepada PPKD untuk menerbitkan SKP2K. 

(3) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 
memuat materi: 

a. pertimbangan majelis; 
b. identitas Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/ Yang 

Memperoleh Hak/ Ahli Waris; 
c. jumlah kerugian daerah yang harus dipulihkan; 
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d. penyerahan upaya penagihan kerugian daerah kepada 
instansi yang menangam pengurusan piutang 

negara;dan 
e. daftar barang jaminan Pihak Yang Merugikan/ 

Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris yang 
diserahkan kepada instansi yang rnenangaru 

pengurusan piutang negara, dalam hal Majelis 
berpendapat bahwa barang jaminan dapat dijual atau 
dicairkan. 

(4) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan 
paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis 
menetapkan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(5) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 

kepada: 
a. Badan Pemeriksa Keuangan; 
b. Majelis; 
c. instansi yang menangaru pengurusan piutang negara; 

dan 
d. Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/ Yang Memperoleh 

Hak/ Ahli W aris. 
(6) Penyampaian SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 

huruf a, huruf b,dan huruf d disampaikan paling lama 3 
hari kerja. 

(7) Penyampaian SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
huruf c disampaikan pada saat penyerahan upaya 
penagihan. 

(8) Penyerahan upaya penagaihan kepada instansi yang 
menangani pengurusan piutang negara sebagaimana 
dimaksud pada ayat (7) paling lambat 30 hari sejak SKP2K 
diterbitkan. 

Pasal 47 

(1) Dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah yang 
telah diterbitkan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 38 huruf c, yang tidak ada pengajuan keberatan dari 

Pihak yang Merugikan/ Pengampu/ Yang Memperoleh 
Hak/ Ahli Waris, Majelis melakukan hal sebagai berikut: 
a. memeriksa laporan hasil pemeriksaan TPKD; 
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b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat 
diperolehnya SKTJM; dan/atau 

c. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian 

Daerah. 
(2) Berdasarkan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

Majelis menetapkan putusan pertimbangan penerbitan 

SKP2K. 

Pasal 48 

(1) Dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah yang 
telah diterbitkan SKP2KS sebagaimana yang dimaksud 
dalam Pasla 38 huruf c, yang diajukan keberatan dari 
Pihak Yang Merugikan/pengampu/yang Memperoleh 
Hak/ Ahli Waris, Majelis melakukan hal sebagai berikut: 
a. memeriksa laporan TPKD; 
b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat 

diperolehnya SKTJM; 
c. memeriksa bukti; 

d. memeriksa dan meminta keterangan pihak yang 
Merugikan/ Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/ Ahli 
Waris dan/ atau pihak yang mengetahui terjadinya 
Kerugian Daerah; 

e. meminta keterangan/ pendapat dari narasumber yang 
memiliki keahlian tertentu; dan/ atau 

f. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian 
Daerah. 

(2) Dalam hal Majelis memperoleh cukup bukti, Majelis 
memutuskan: 
a. menolak seluruhnya; 
b. menerima seluruhnya; atau 
c. menerima atau menolak sebagian. 

(3) Dalam hal dalam sidang sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) Majelis belum memperoleh cukup bukti, Majelis dapat 
menugaskan TPKD melalui PPKD untuk melakukan 
pemeriksaan ulang terhadap materi yang terkait dengan 
Kerugian Daerah yang terjadi. 
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(4) TPKD melaksanakan pemeriksaan terhadap materi yang 

terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 3 
hari kerja sejak penugasan. 

Pasal 49 

(1) Berdasarkan putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

4 7 ayat (2) dan Pasal 48 ayat (2) huruf a dan huruf c, 
Majelis menyampaikan pertimbangan kepada PPKD untuk 
menerbitkan SKP2K. 

(2) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 

memuat materi: 
a. pertimbangan Majelis; 
b. identitas Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/ Yang 

Memperoleh Hak/ Ahli W aris; 
c. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar; 
d. daftar harta kekayaan milik Pihak yang Merugikan/ 

Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris; 
e. perintah untuk mengganti Kerugian Daerah; 

f. cara dan jangka waktu mengganti Kerugian Daerah; dan 
g. penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada 

instansi yang menangani pengurusan piutang negara 
dalam hal pihak yang Merugikan/ Pengampu/ Yang 
Memperoleh Hak/ Ahli Waris tidak membayar Kerugian 
Daerah sampai dengan jangka waktu yang telah 
ditentukan. 

(3) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan 
paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis 
menetapkan putusan hasil sidang. 

(4) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 
kepada: 
a. Badan Pemeriksa Keuangan; 
b. Majelis; dan 

c. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh 
Hak/ Ahli Waris. 

(5) Dokumen SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak 
ditetapkan. 

(6) PPKD melakukan pengawasan atas pelaksanaan SKP2K. 
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Pasal 5O

SKPK mempunyai hak mendahului.

Pasal 51

(l) Berdasarkan putusan sebagaimana dimaksud dalam Fasal

48 ayat (2) huruf b, Mqjelis memberikan pertimbangan

kepada PPKD untuk melakukan:

a. pernbebasan penggantian Kerugian Daerah;

b. penghapusan:

1. uang, surat berharga, dan/ atau barang milik daerah

yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri

Bukan Bendahara atau pejabat lain; dan/atau

2. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang

berada dalam penguslaa€rn Pegawai Negeri Bukan

Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalarn

penyelenggaraan tugas pemerintatran.

(2) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a, PPKD:

a. menetapkan keputusan pembebasan Kemgian Daerah.

b. mengusulkan penghapusan:

1. uan& surat berharga, dan/atau barang rnilik daerah

yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri

Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau;
2. uang danlatau barang bukan milik daerah yang

berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Buka*
Bendahara atau Pejabat I"ain yang digunalcan datam

penyelenggaraan tugas pemerintahan.

(3) Keputtrsan pembebasan Penggantian Kerugian Baerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (21huruf a paling sedikit

memuat:

a. identitas Pihak yang merugikan/ pengampu/ yang

memperoleh }:ak/ ahli waris yang dibebaskan dari
kerugian daerah;

b. jumlah kelmrangan uang, eurat berharga, daurt/ atau
barang milik daerah yang berada dalam penguasaan

Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dan/
atau uang dan/ atau barang bukan rnilik daerah yang

berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan
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Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam

penyelenggaraan tugas pemerintahan; dan

c. penryata.an bahwa telah terjadi kekurangan uang, surat

berharga, daurt/ atau barang milik daerah yang berada

datam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara

atau Pejabat Lain; dan/atau uang dan/ atau barang

bukan milik daerah yang berada dalam peng!"la$aan

Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat tain yang

digunakan dalam penyelenggara,an tugas pemerintahan,

bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau

lalai.

(a) Surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian

Daerah diterbitkan paling tambat 14 (empat belas) hari kerja

sejak Majelis menetapkan putusan hasil sidang

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) hun:f b.

(5) Surat keputusan pembebasan penggantian Kerr.lgian

Daerah disampaikan kepada:

a. Badan Pemeriksa Keuangan;

b. Majelis;

c. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yaag Mernperoleh

Hak/Ahli Waris yang dibebaskan dari penggantian

Kerugian Daerah; dan

d. PPKD yang bersanglmtan.

(6) Penyampaian Surat kepuhrsan sebegaimana dimaksud

pada ayat {5) disampaikan paling lama 3 {tiga} hari kerja

sejak surat keputusan diterbitkan.

{7} Ketenttran tarta casz-. penghapusan berpedoman sesuai

dengan ketentr.ran Peraturan Penurdang-undangan.

BAB V

PENENTUAN NILAI KERUGIAN DAERAH

Pasal 52

{t} Dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah, dilal<t*an
penentuan nilai atas berkurangnya:

a. barang milik daerah yang berada dalam penguasaan

Pegawai Negeri Bukan Ber:dahara atau Pejabat Lain;

dan/atau;
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b. barang bukan milik daerah yang berada datam

penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau

Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan

tugas pemerintahan.

(2) Penenttran nilai sebagairnana dimaksud pada ayat {U
didasarkan pada:

a. nilai buku; atau

b. nilai wdar atas barang yang sejenis.

{3} Datam hal nilai bu}m atau nilai wajar dapat ditentukan,

nilai barang yang digunakan adalah nilai yang paling tinggi

di antara kedua nilai tersebut;

{a} Dalam hal barang milik daerah yang telatr dipmses tetapi
ditemukan kembali maka menjadi hak milik yang

bersang*artan.

Pasal 53

(U TPKD dapat meminta pertimbangan dari pihak yang

memiliki kornpetensi untuk menghihrng nitai wajar suatu

barang milik daerah.

(2) Pihak yang memiliki kompeteasi sebagairnana dimaksud
pada ayat (U berasal dari instansi pemerintahan atau
nonpemerintah yang memiliki kornpetensi sesuai dengan

ketenhran Peraturan Penrndang-undangan.

Pasal 54

Datram hal barang milik daerah telah diasuransikan, nilai
Kerugian Daerah dihitung berdasarkan selisih antara nilai
wajar atau nilai buku dengan nilai yang ditanggung pihak
asuransi.

Pasal 55

(1) Setiap kekurangan uaag, surat berharga, atau barang milik
daerah akibat perbuatan melanggar hulmm atau lal*i yang

sudah ditentukan nilai Kerugian Daerah, PPKD mslakukan
pengakuan Pembebanan Kerugian Daerah.

(2) Pengakuan Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat (U berdasarkan dokumen SKTJM, SKppKS atau
SKPzK.
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BAB \II
PENAGIHAN DAN PENYETORAN

Bagtan Kesatu

Penagihan

Pasal 56

(1) Kepala SKPKD melaksanakan penagihan atas penyelesaian

Kerugian Daerah kepada Pihak Yang

Merugikan/ Pengarnpu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.

{2} Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat tU

berdasarkan SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K yang dilakukan

dengan surat penagihan.

{3} Surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat {?}

diterbitkan oleh Kepala SKPKD paling lama 7 (tujuh) hari

kerja sejak SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K ditetapkan.

(4) Surat penagihan yang didasarkan pada SKP2KS

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit

memuat:

a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang

Memperoleh Hak/Ahti lllaris;

b. jumlah Kerugian Daerah yang harrs dibayar sesuai

dengan jumlah dan jangka wakhr yang ditetapkan

dalam SKP2KS;

c. tata cara pembayaran; dan t&nggal jatuh tempo

pembayaran.

{5} Surat penagihan yang didasarkan pada SKTJM dan SKP2K

sebagaisla5ls dimaksud pada ayat (3) paling sedikit

memuat:

a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang

Memperoleh Hak/Ahli Waris;

b. jurnlah Kerugian Daerah yang telah dibayar sesuai

dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam

SKTJM atau SKP2KS;

c. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar sesuai

dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam

SKP2K;

d. tata cara pembayaran; dan

e. tanggal jatuh ternpo pembayaran.
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Pasal 57

(1) Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian Kerugian

Daerah yang berdasar*ran dokumen SKTJM sesuai dengan

jangka wakhr yang terEuang dalam SKruM.

(2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/PengampulYang

Memperoleh Hak/AhIi Waris sampai batas waktu

pemba.S€ran sebagaimana yang tertuang dalam SKTJM

belum rnemenuhi kewajibannya, kepala SKPKD

memberikan surat teguran terfulis.

Pasal 58

(1) Teguran terhrlis sebagaimana dfunaksud dalam Fasal 57

ayat (21 dilalmkan secara bertahap dimulai dengan

diterbitlannya surat peringatan pertama, daa peringatan

kedua.

(2) Peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat {tr},
disarnpaikan kepada Pihak Yang Memgikan/ Pengarnpu/

Yang Memperoleh Hakl Ahli Waris paling larna 7 {tlrjuh}
hari kalender sejak batas wakLu pembayaran sebagaimana

yang tercantum dalam SKTJM.

{3} Dalam hal Pihak Yang Merugikan/ Pengarnpu/ Yang

Memperoleh Hak/ Ahli Waris belum memenuhi

kewajibannya sampai dengan 7 {tujuh} hari kalender

sebagaimana dimaksud pada ayat l2l, diberikan peringatan

kedua.

(a) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/ Pengampul Yang

Memperoleh Hak/ Ahli Waris belum memenuhi

kewqjibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender

sebagaimana dimaksud pada ayat {3}, menjadi dasar

prrrSataan warrprcstasi r.rntLrk setaqiutr$na penyel€saiannlxa

diproses penerbitan SKP2K oleh majelis.

Pasal 59

(1) Penerbitan surat peaagihan atas penyelesaian Kerugian

Daerah yang berdasarkan dokumen SKP2KS sesuai dengan

jangka wakhr yang terhrang dalam SKP2KS.

(2) Dalam ha1 Pihat< Yang Merugikan/ Pengarnpul Yang

Memperoleh Hak/ Ahli Waris sampai batas waletu
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pembayaran sebagaimana yang tercantum dalam sKpzKS

belum memenuhi kewajibannya, kepala SKPKD

memberikan teguran tertulis.

(3) Dalam hal SKP2K ditetapkan sebelum batas waktu

pembayaran sebagaimana yang tercanturn dalam SKP2KS,

penyetresaian Kerugian Daerah mengikuti sebagaimana

yang tercantum dalam SKP2K.

Pasal 6O

(l|Tegsran tertulis sebagaimala dimaksud dalam Pasal 59

ayat {21 dilalarkan secara bertatrap dimulai dengan

diterbitleannya snrrat peringatan pertama dan peringatart

kedua.

{2} Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang

Memperoleh Hak/Ahli waris belurn memenuhi

kewafibannya sampai dengan 7 (tqiuh) hari kalender

sebagaimana dimaksud pada ay*t (21, diberika$ pringatan

kedua.

(3) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang

Memperoleh Hak/Ahli waris tidak mengganti kerugian

daerah setelah 7 {hrjuh} hari kalender sebagaimana

dimaksud pada ayat (3), menjadi dasar pertimbangan

kepuhrsan majelis.

Pasal 61

(1) Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian Kerugtan

Daerah yang berdasarkan dokumen SKP2K sesuai dengan

janska waktu yang tertuang dalam SKP2K.

(2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang

Memperoleh Hak/Ahli Waris sampai batas uraktu

pembayaran sebagaimana yang tercanfirm dalam SKP2K

belum rnemenuhi kewajibannya, Kepala SKPKD

menrberikan surat teguran tertulis.

Pasal 62

(1) Teguran terhrlis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61

ayat (2) dilakukan secara bertahap dengan diterbitkannya

surat peringatan perLama dan peringatan kedua.

l

t
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(2) Peringatan pertarna sebagaimana dimaksud pada ayat {1},
disarnpaikan kepada Pihak Yang Merugikanl pengarapu/

Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris paling lama ? {rujuh}
hari kalender sejak batas waktu pernbayaran sebagaimana

yang tercantum dalam SKP2K.

(3) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/ Yang

Memperoleh Hak/ Ahli Waris belum mernenuhi

kewqiibannya sampai dengan 7 (tqiuhl hari kalender

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan peringatan

kedua;

(4) Dalam hal Pihak Yang Merugikanl Pengampu/ Yang

Memperoleh Hak/ Ahli Waris tidak mengganti kerugian
daerah setelah 7 (tujuh) hari kalender sebagairnana

dimaksud pada ayat (3), Kepala Daerah rnenyerahkan

penyelesaian kerugiaa daerah kepada instansi yang

menangani piutang negara.

Bagian Kedua

Penyetoran

Pasal 63

(1) Pihak Yang Merugikan/ Pengampu I Ywrg Memperoleh

Hak/ Ahli Waris menyetorkan ganti Kerugian Daerah ke

rekening kae urnum daerah berdasarlean surat penagihan.

(2) Penyetoran ganti Kerugian Daerah sebagairnana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan melalui bank.

BAB VII

PENATAUSAHAAN, AKUT{TANSI DAN PEI"APORAN

Pasal 64

Kepala SKPKD melakukan penatausahaan dan menyimpan

bukti penyelesaian Kerugian Daerah.

Pasal 65

(1) Kepala SKPKD memberikan tanda terima bukti
pembayaran terhadap setiap pembayaran yang dilakukan
oleh Pihak Yang Merugikan/ Pengampu / Yeurre Memperoleh

Hak/ Ahli Waris ke rekening kas umum daerah.
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(2) Kepala SKPKD menerbitkan surat keterangan lunas kepada

Pihak Yang Merugikan/ Pengampu I Yaurtg Memperoleh

Hak/ Ahli Waris yang telah melakukan penyetoran ganti

Kertrgian Daerah sesuai dengan jumlah dan jangka walrtu

yang tercantum dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K.

{3} Surat keterangan lunas sebagairnana dimaksud pada ayat

(2) paline sedikit mernuat:

a. identitas Pihak Yang Merugikanl Pengampu/ Yang

Memperoleh Hak/ Ahli Waris;

b. jumlah Kerugian Daerah yang telah dibayar sesuai

dengan jumlah dan jangka vrakhr yang ditetapkan

dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K;

c. pernyataan bahwa Pihak Yang Merugikan/ Pengampul

Yang Mernperoleh Hak/ Ahli Waris telah melakukan

pelunasan ganti Kerugian Daerah;

d. prnyataan pengembalian bulrti kepemilikan barang

jaminan, dalam hal surat keterangan lunas diterbitkan

atas dasar pelunasan SKTJM; dan

e. pernyataan pengembalian harta kekayaan yang disita,

dalam hal surat keterangan lunas diterbitkan atas dasar

pelunasan SKP2KS atau SKF2K.

(4) Dalam hal surat keterangan lunas diterbitkan atas dasar

plunasan SlmJM, disertai deagan pngembalian bukti

kepemilikan barang jaminan.

(5) Dalam hal surat keterangan lunas diterbitkan atas dasar

pelunasan SKPZKS atau SKroK, disertai dengan surat

permohonan Gubernur kepada instansi yang berrrenang

untuk pencabutan sita atas harta kekayaa*.

Pasal 56

(l) Kepala SKPKD menyErmpaikan surat keterangan lunas dan

disampaikan kepada:

a. Badan Pemeriksa Keuangan;

b. Mqielis;

c. Pihak Yang Merugikan/Pengarnpu/Yang Memperoleh

Hak/Ahli Waris yang melakr:kan penyetoran ganti

Kerugian Daerah; dan
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d. instansi yang berwenang metrakukan sita atas harta

kekayaan.

(2) Penyampaian surat keterangan tanda lunas paling lar*bat

3 hari kerja setelah diterbitkan.

Pasal 67

{1) Dalam hal jurnlah kerugian daerah yang telah ditagih dapat

dibul<tikan lebih besar daripada yang sehartrsnya, Pihak

Yang Merugikan/Pengampu/Yane Memperoleh Hak/Ahli

Waris dapat mengajukan permohonan pengurangan

tagihan.

(2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang

Memperoleh Hak/ Ahli ltraris telah melakukan penyetoran

ke kas daerah, penguranga$ taghan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pengembalian

kelebihan pembayaran.

(3) Bendahara umurn daerah melakukan pengernbalian

kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat

(2t.

(4) Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran terjadi,

dibebankan pada belanja tidak terduga.

(5) Permohonan pengurangan tagihan sebagaimana dirnaksud

pada ayat {1) paling sedikit mernuat:

a. identitas Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/ Yang

I\{ernperoleh Hak/ Ahli Waris;

b. dokumen SKP2KS/SKP2K; dan

c. jumlah Kerugian Daerah yang telah dibayar sesuai

dengan jumlah dan jangka waktu ya$g ditetapkan dalam

SKP2KS/SKP2K.

{6}Tata cara permohonan pengurangan tagrhan dan pengajuan

pengembalian atas kelebihan pembayaran sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur oleh peraturan kepala

SKPKD.

Pasal 68

Akuntansi dan pelaporan keuangan dalam rangka

penyelesaian Kerugian Daerah dilaksanakan sesuai dengan

Ketentuan Perahrran perundang-undangan.
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BAB VIII

PEI,&PORAN PEI{YELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN

Pasal 69

(1) Kepala $KPKD melaporkan penyelesaian Kerugian Daerah

kepada Gubernur.

(2) taporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dsampaikan

paling lambat ak*rir bulan Februari.

{3} Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dilampiri

daftar Kerugian Daerah.

{4} Gubernur melaporkan penyelesaian Kemgian Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri

melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling

lama bulan Maret setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 7O

Gubernur melaporkan penyelesaian Kerugian Daerah kepada

Badan Pemeriksa Keuangan paling lama 6O {enam puluh} hari

sejak T\rntutan Ganti Kerugian dinyatakan selesai.

BAB IX

PENYERAHAN UPAYA PENAGIHAN KERUGIAN DAERAH

KEPADA INSTANSI YANG MENANGANI PENGURUSAN

PIUTANG NEGARAIDAERAH

Pasal 71

(L) Gubernur menyerahkan upaya penagihan Kerugian Daer*h

kepada instansi yang menangani pengurusan piutang

negara apabila:

a. berdasarkan SKP2K yang diterbitkan atas penggantian

Kemgian Daerah yang dinyahlcan wanprestasi, paling

lambat 3O (tiga puluh) hari sejak SKP2K diterbitkan;dan

b. Dalam hal Pihak Yang Merugikan/pengampulyang

Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak dapat rnengganti

Kemgian Daerah dalam janska wakhr yang ditetapkan

dalam SKP2K
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(2) Penyerahan upeya penagihan Kerugian Daerah kepada

instansi yang menangani urusan piutang negaraldaerah

sebagaimana dimaksud pada ayat {1} dilaksanaftan sesuai

ketentuan trreraturan perundang-undangan.

BAB X

PENGHAPUSAN PIUTANG ATAS KERUG1AN DAERAH

Pasal 72

{1} Kepala Daerah melaku}ran penghapusan piutang Kerugian

Daerah yang dikategorikan piutang macet sesuai dengan

ketentrran Peraturag Perundang-undangan berdasarkan

pertimbangan dari instansi yang r$ena3lgani unrsan

utang/piutang Negara.

{2} Selain pertimbangan dari instansi yang menangani urus€uL

utang/piutang negara, penghapusan piutang Kerugian

Daerah dilakukan setelah mendapat prsett4iuan dari

Badan Pemeriksa Keuangan'

(3) Penghapusan piutang ditetapkan dengan kepuhrsan

Kepala Daerah.

BAB XI

KEDALUWARSA

Pasal 73

(1) Kewajiban Pihak Yang MerugikanlPengampulYang

Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk membayar ganti rugr,

menjadi kedaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun

sejak diketahuinya Kerugian Daerah tersebut atau dalam

waktu I (delaparr) tahun sejak terjadinya Kenrgian

Daerah tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap

pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang memperoleh

Hak/Ahli Waris.

(2)Tanggung jawab Pengampu/Yang Mer*peroteh Hak/ Ahli

Waris unttrk membayar ganti Kerugian Daerah menjadi

hapus apabila dalam walctu 3 (tiga) tahun sejak putusan

pengadilan yang rnenetapkan pengampuan kepada Pihak

yang Merugikan, atau sejak Pihak Yang Merugikan

diketahui melarikan diri atau meninggal dunia,

pengampu /yxre Memperoleh HaklAhti Waris tidak diberi

tahu oleh PPKD mengenai adanya Kerugian Daerah.
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BAB XII

KEtrERKAITAN SANKSI TUNTUTAN GANTI KERUGIAN

DENGAN SANKSI I,AINNYA

Pasal 74

tU Pihak Yang Merugikan yang telah ditetapkan untuk

mengganti Kerugian Daerah dapat dikenai sanksi

administratif dan/ atau sanksi pidana.

tzl Pihak yang merugikan yang telah ditetapkan untr.rk

mengganti Kerugian daerah dapat dikenakan sanksi

administratif berupa hukuman disiplin ataupun

pembebastugasan dari jabaten atau sanksi lain yang

ditetapkan dengan Peraturan Penrndang-Undangan.

t3) Rrtusan pidana tidak rnembebaskan pihak yang

merugikan dari Tuntutan Ganti Kerugian.

BAB XIII

KETENTUAN LAIN-LAII$

Pasal 75

Format dan tata cara pengisian:

a. SKTJM;

b. SKP2KS;

c. keputtrsan pembebasan tangung jawab Kerugian Daerah; 
]

d. SKP2K atas SKP2KS; I

e. SKP2K atas SKTJM wanprestasi;

f. penagihan atas Kerugian Daerah;

g. surat keterangan lunas;

h. permohonan pengurang€ut tagrhan atas kelebihan setoran;

dan

i. daftar Kerugian Daerah;

tercanhrm dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Perahrran Gubernur ini.
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BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 76

(1) Tuntutan Ganti Kerugian yang sedang berjalan sebelum
berlakunya Peraturan Gubernur ini tetap diianjutkan
proses penyelesaiannya.

(2) Kerugian Daerah yang terjadi sebelum berlakunya
Peraturan Gubernur ini dan belum dilakukan Tuntutan
Ganti Kerugian, penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian
berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Gubernur
ini.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 77

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku maka
Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 55 tahun 2o1B tentang
Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan
Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Milik Daerah
(Berita Daerah rahun 2018 Nomor 55) dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.

Pasal 78

Peraturan Gubernur Bengkulu ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur Bengkulu ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 13 November 2Al9

GUBERNUR BENGKULU,

ttd.

H. ROHIDIN MERSYAH

Diundangkan di Bengkulu
Pada tanggal 15 November 2Al9
PJ. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU,

ttd.
HAMKA SABRI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2019 NOMOR 40

i dengan aslinya
HUKUM
MANUSIA,

ss:
Muda

199303 1 002
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LAMPIRA}T
PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR
TEN?ANG
TATA CARA PEI{YELESAIAN TUNTUTAN
GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP
PEGAVIIAI NEGERI tsUKAN BENDAHARA
ATAU PE.'ABAT LAIN

TORMAT DAN TATA CARA PENGISIAN SKTJM, SKPzKS, KEPU?USAN
PEMBEBASAN TANGGUNG JAWAB KERUGIAN DAERAH, SKPzK A?AS

PROSES SKP2KS, SKPzK ATAS SKTJM WANPRESTASI, PENAGIHAN ATAS
KERUGIAN DAERAH, SURAT KETERANGAN LUNAS, PERMOHONAN

PENGURANGAN TAGIHAN ATAS KELEBIHAN SETORAN,
DAN DAFTAR KERUGIAN DAERAH

A. TORMAT ST(TJM

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :

NIP
Pangkat
Jabatan
Alamat
Menyatakan dengan sebenarnya dan
pernyataan yang saya buat ini, bahwa saya

tidak akan menarik kembaii
bertanggung jawab atas

kerugian daerah sebesar Rp. 2l (...............dengan
yang disebabkaailli:. i 1# :::i:/kekuransan

Jumlah kemgian/kekurangan tersebut akan saya ganti dengan
menyetorkan jumlah tersebut Ke Kas Umum Pemerintatr Frovinsi Bengkulu
dalam jangka walrhr ...........4) (...dengan huruf...) bulan sejak saya
menandatangani SKTJM ini, dengan ketentuan................ 5)

$ebagai jaminan atas pernyataan ini, saya serahkan daftar barang-
barang beserta bukti kepemilikan dan surat kuasa menjual sebagai berikut:
a. .........................6h
b. ............................;
c. .............;

Apabila dalasr janska wakhr .....4t (.............dengan humf...........)
setel.;ah saya menandatangani pemyataan ini ternyata saya tidak mengganti
seluruh jumlah kerugian tersebut, rnaka Pemerintah Daerah dapat menjual
atau melelang barang jaminan tersebut.

1)
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Saksi-saksi : L.
2.

Salinan Surat ini disampaikan kepada:
1. ......................... 10)
2. ..........
3. arsip

Petu1iuk Pengisian:

1) Diisi dengan identitas lengkap pegawai yang menandatangani SKruM.

2) Diisi dengan jumlah kerugian daerah yang terjadi.

3) Diisi dengan jenis perbuata.n yang dilakukan sehingga mengakibatkan
terjadinya kerugian daerah.

a) Diisi jangka wakhr pengembalian kerugian daerah.

5) Diisi dengan tatacara pengembalian apakai tunai atau angsuran, apabila
angsuran dijelaskan berapa kali dan batas waktu pembayaran.

6) Diisi dengan barang-barang yang dijadikan jaminan atas pelunasan
kerugian daerah.

7) Diisi derrgan nama tempat dan tanggal SK?JM ditandatangani, eerta
na.$ra pihak yang menrgikan.

8) Diisi dengan nama PD yang menjalankan fungsi SKPKD.

9) Diisi dengan nam&, saksi disertai NIF, yaitu satu deri 
"PKD 

dan satu
pejabat dilingkungan PD yang bersanglrutan bekerja.

l0lDiisi dengan Gubernur, Badan Pemeriksa Keuangan, SKPD yang
rnembidangi fungsi pengavvasan, SKPD dimana yang bersangkutan
ditempatkan, Majelis, Yang Bersangkutan.

e)
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B. SURAT KEFUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN
SEMENTARA

KOP

KEPUTUSAN............ u
NOMOR : ........................ 2l

TENTANG

PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA
TERHADAP SAUDARA lr ................ 3)

Menimbang : a. .........................;
b. .........................;
c. Dst.

Mengiagat : 1. .........................;
2. .........................;
3. .........................;
4. Dst.

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPA?

MEMUTUSI(AN:

: KEPUTUSAN ....... .U TENTANG PEMBEBANAN
pEt{sc&}rrrAN KERIJGT&N $&M&I{T&EA KpPAnA
SAUDARA lr ..........

Membebani saudaraf i ...........................31 sebesar Rp.
4)( ............dengaa huruf........... ) atas

kerugian daerah yang disebabkan....5)

Mewqiibl€r Satrdarali sebagaimana Dilchrm KESATU
untuk mengembafikan sejumlah uang dimaksud secara
tuaai paling larna 90 (senbilan puluh) hari sejak
ditetapkan keputusan ini.

Sebagai jaminan atas penggantian kerugian tersebut,
berikut daftar harta kekayaan milik
Saudara/i.........3) :

a. .................6)

Memberi kesempatan kepada Saudara/i wbagaimana
Dikfum KESATU untuk mengajukan keberatan atau
pembelaan diri atas kerugian negara dalam jangka
waktu L+ (erapat belas) hari kerja terhitung setelah
menerima Keputtrsan ini-

b.
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KELIMA

KEENAM

4

Apabila sampai dengan batas walrhr 14 {empat belas}
hari ke{a tersebut Sauda-ra/I sebagaimana dicturn
KESATU tidak mengajukan keberatan atau pembelaan
diri atas kerugian daerah, rnaka akan segera diterbitkan
Surat Keputusan Pembebanar Pengantian Kerugian

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .............7)
Pada tanggal :..............

Guberrrur/ Kepala Badatl/ Kepala Dinas----8)

Saliaan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. ........................,e)
2. ...........
3............
4. ...........
5. arsrp.

P**:jtrk Pengisian:

1) Diisi dengan nama jabatan yang urenandatangani kepuhrsan.

2) Diisi dengan nomor keputusan.

3)Diisi dengan nalna pihak yang merugikan, disertai jabatan NIP bagi
Pegawai Negeri bukan bendahara, dan identitas lain bagi pejabat lain.

a) Diisi dengan jumlah kerugian daerah.

5)Diisi dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan
terjadinya kerugian daeratr.

6)Diisi dengan daftar barang milik pihak yarlg merugikan ya$g dapat
dijadikan jaminan pengembalian kerugian daerah

7)Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan surat kepuhrsa*.

8) Diisi dengan Gubernur/narna PD yang menjalankan fungsi SKPKD.

9)Diisi dengan Gubernur, Badan Pemeriksa Keuangan, PD ya$g
ner{alankan fungsi SKPKD, PD yang aembidangi fungsi pen&a$rasanr
PD diraana yang bersangkutan ditempatkan, Mqielis, Yang
Bersanglutan.
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C. FORMAT KEPUTUSAN
DAERAH

Menimbang :

Mengingat

Menetaplcan

KESATU

KETIGA

KEEMPAT
KEtIIYIA

5

PEMBEBA$AN TANGGUNGJAWAB KERUGIA$

$oP
KEPt/rUSAn .........1)

Nomor: ....... ... ..2)

a.
b.
c.
1.
2.
3:

TENrANG

PPMBEBASAN KERUGIAN DAERAH
TERH.ADAP SAIID.{,RAI I...........3}

.......;

.......;
Dst.

.......;

Dst;
MEMUTUSI(AN:

KEPUTUSAN....................... U TENTANG PEMBEBASAN
KERUGTAN DAERAH TERHADAP SAUDARA/ r.... . .. . . 3)
Terdapat kekurangan uang, surat berharga dan/atau
barang milik daerah sebesar Rp... ...41 {dengan hunr$
yang menjadi tanggung jawab Saudara/i.....S) di
Lingkungan ......5)
Saudara/i sebagaimana diktum KESA?U tidak
terbukti melakukan perbuatan melawan hukum baik
sengaja maupurr lalai sehingga tidak dapat
dimintakan pertanggungiawaban atas kertrgian daerah
yang terjadi.
Menrbebaskan sebagaimana Dilrhrm KESATU dari
kewqjiban untuk mengganti kerugian daerah dengan
nilai sebagaimana tercantum dalaan Diktum Kesatu.

..........6).
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEDUA
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Petunjuk Pengisian:

1) Diisi dengasr narrra jabatan penandatangan keputusan.
2) Diisi dengan nomor keputusan.

3) Diisi de,ngan nama pihak yaflg menrgikan, disertai jabatan, nomor induk
kepegawaia.

a| Diisi dengan juelah kerugian.

5) Diisi dengan narna PD dimana pihak yang mefl.rgikan d.itempatkan.
6| Diisi dengan hal lain yang diarr,ggap perlu, seperti pihak yang naerugikarr

sudah melakukan kewajiban/pembayaran dan berapa yang harus
dikembalikan pemda kepada yang bersangkuten apabila eudah
melakulcan pemabyaran.

7) Diisi dengan tempat dan tanggal penandatangan surat keputusan.
8) Diisi dengan na:najabatan.
9) Diisi dengan Badan Pemeriksa Keuangan, Kantor perwakilan

Kementerian Keuangan yang Menangani urusan piutang/utang negara
didaerah, PD yang menjalankan fungsi sKpKD, pD yang membidangi
fungsi pengawasan, PD dimana yang bersangkutan ditempatkan, Mqietis,
Yang Bersangkutan.
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D. FOR&[A? KEPUTUSXN PEMBEBANAN PENGGANTIAI{ KERUGIAN A?AS
KEHJTUSAN PEMtsEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMET{TARA

t(oP

KEPU?USAI$ .......U
NOMOR : ...........................21

?EI\MANG

PENETAPAN PEMBEBANAN PE}IGGANTI,AN KERUGIAN
TERHADAP SAUDARA fi .................. .......3)

Menimbang

Dst;

Mengingat

Dst;

a.

b.

1.

2.

3.

4.

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

MEMUTUSI(AN:

KEpU?USAN...............1) ?EN?ANG pENErApAlr
PEMBEBANAN PENGGAN?IAN KPRUGIAN TERHAD&P
SAUDARA/r...................

Membebarri saudara/i...........3) sebesar Rp. ...........4)
{....dengan huruf....} atas kerugian daeratr yang
disebabkan.........5)

Sebagai jaminan atas
berikut daftar harta

". 
.............Ur,

penggantian kerugian daerah,
kekayaan milik Saudara/i....3):

b.

Mewqjibkan kepada Saudara/i sebagaimana Diktum
Kesatu untuk mengganti kerugian daerah sebagaimana
tercantum pada dil.rtum Kesatu ke rekening Kas Umum
Daerah.......7) melalui.....................8) paling lambat
...........9) (.........dengan huruf..........) hari sejak
kepuhrsan ini ditetapkan.

Apabila saudara/I sebagaimana Diktum Keeatu, tidak
mengganti kerugian sejumlah dan sampai dengan batas
waktu sebagaimana Dikfum KETIOA maka hak penagihan
akan diserahkan kepada......... 10)
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I
KBLIIvIA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetaplmn di .................. I 1)

Pada tanggal

GUBERNUR BENGKULU, L2

{.........nana.........}

Salinan Kepuhrsan ini disampaikan kepada:
1. .......... .,...13)
2. ..........
3. ..........
+. ..........
5. ..........
6. Arsip

Petm$ulrPengisiarr
U Diisi dengan nama jabatan penandatangan keputusan.
2l Diisi dengan nomor keputusan.
3} Diisi dengan nama pihak yang merugikan, disertai jabatan, nomor

induk kepegawaian.
4) Diisi dengan jumlah kerugian daerah.
5l Diisi dengrt jenis pe,rbuatan yq: dilalnrkan sehiagga

mengakibatkan terjadinya kerugian daerah.
6l Diisi dengan daftar barang milik pihak yang merugikan yang dapat

dijadikan jaminan pengembalian kerugian daerah.
7l Diisi dengan nama pemerintatr daerah.
8l Diisi dengan tempat pembayaran {bank/bendahara

penerimaan/'lembaga keuangan non bank yang ditunjukl.
9) Diisi dengan batas vralrtu pem.bayaran.
1O) Diisi dengan l(antor Perwakilan Kementerian Keuangan yang

Menaagani urusan piutang/utang negara di daerah.
11) Diisi deagan teapat dan tanggal penandatangan surat kepr.lhrsan.
12) Diisi dengan nama Gubernur.
l3}Diisi dengan Elad'an Femeriksa Keuangan, Kantor Perwakilan

Kementerian Keuangan yang Menangani urusan piutang/utang
negara didaerah, PD yang menjalankan fungsi SKPKD, PD yang
aembidangl fungsi pengawasan, PD dimana yang bersangkutan
ditempatkan, Mqjelis, Yang Bersangkutan.
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E. FORMAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN PEI$GGAI{?IAN KERUGIAI!{ ATAS
KETERANGAN TANGGUI\$G JAWAB MUTI,AK WANPR.ESTASI

K€P

KEPUTUSAI\I ...................U

NOMOR : .......................2)

TENTANG

PENEtrAPAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN
?ERltA&hP' SAUDARA I r .........................3)

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

a. .........;
b. Dst;
1............. ..............;
2............ ...............;
3:.......... ...............;
4.Dst;

MEMUTUSKAN:
KEPUTIJSAN.......................1) TENTANG PEN'ETAPAN
PEMBEBANAN PENGGANTAN KERUGIAN TERHADAP
SAUDARA lt ........... .......31
Merebebani" saudara/I ............3) *sar Rp. ........,4}
(......dengan huruf.....) atas kerugian daerah yang
disebabkan.....5)
Sebagai jaminan atas penggantian kerugian daerah,
berikrrt daftar harta kekayaan mifik saudara/I
sebagaimana Dikflrm Kesahr:
&. ....................6)
b............
Menyerahkan hak penagihan kepada ..........71, paling
lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Keputusan ini
ditetapkan
Kepufirsan ini mulai berlaku pada tangal ditetapkan.

Ditetapkan di ........8I
Pada tanggal..........
GUBERNUR BENGKULU,
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Pehrnjuk Pengisian:

1) Diisi dengan nama jabatan penandatangan keputusan.

2', Diisi dcrgan noator keputusan.

3) Diisi dengan nama pihak yang merugilcan, disertai jabatan, no$tor i:rduk
kepegawaianlanggota.

4l Diisi dengan junlah kerugian daerah (apabila pihak merugikan telah. 
melakukan sebagian pembayaran nilai dikurans dengan juralah yang
telatr diterlsa pemdal.

5) Diisi dengan jeais perbuatan yang dilalnrkan sehingga mengakibatkan
terjadin5ra kerugian daerah.

6) Diisi dengan daftar barang milik pihak yang merugikan yang dapat
dliadikan jaminan pengembalian kerugian daerah.

7t Diisi detrgw:r lkrtbrPerwalcilu: Ke'menteriarr Keuangarr yang Me*:angarri
urusan piutanglutang negara didaerah.

S) Diisi dengan tempat dan tanggal penandatangan surat kepufirsan.

9l Diisi dengan nama pemerintah daeratr.

lolDiisi dengan Badan Pemeriksa Kerrangan, Karrtor Perwakilan
Kementerian Keuangan yang Menangani urusan piutang/utang negara
didaeratr, PD yang mer{alankan fungsi SKPKD, PD yang menbidangi
fu*gsi pengawasan, PD dimana yarrg bersangkutan ditempatlcan,
Majelis, Yang Bersangkiltan.

http://jdih.bengkuluprov.go.id

http://jdih.bengkuluprov.go.id


il
F. FORIT,IAT PENAGIHAN ATAS KERUGIAN DAERAH

1. Format penagihan berdasarkan SKTJM dan SKP2K

xgr

Nomor : ..............2)............
Iampiran : .............3)
Perihal : Surat Tagihan

Kepada
Yrh................................ 4)
di-

Bersaea ir,li l<ami heritaf-rukar.r b*trwa.menuriu.t catata$ kam, $audara
meniliki kewajiban hrntutan ganti kerugian daerah sebesar Rp...............
6) (...dengan huruf...) yang sudah dibayarkan sebesar Rp.

..7) {...dengan huruf...), sehingga sisa kewaji.ban yang maeih
harus saudarali peil.lhi sebesar Rp................. 8) (...dengan huruf...)
sesuai dengan SKTJM/SW2K No...... 9) yarlg salinannya karri
sertakan sebagai lampiran surat irri.

Untuk ittr, kar''ri meminta saudara unttrk segera melunasinya dengan
nelaluken pembayaran ke Rekening Kas Umum Daeratr
Pemerintah............ 10) melalui ............ 1 1) paling lambat tanggal
..........12) sebesar Rp.............13) (...dengan huruf...) sesuai
SK?JMI KP2K I{o......9}

Demikian tagihan ini kami sampaikan atas perhatian kami ucapkan
terim.a kasih

KEPAr-{ ;Ud;/;iiiffi ..,. :...i4

Tembusan disampaikan kepada :

16)

Arsip

.5)

1.

2.

3.
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Pettrqiuk Pengisian:

1) Diisi dengan $aara tempat dan tangal penerbitan surat.

2l Diisi dengan nomor surat.

3) Eiisidemga$juatlah lampiran. [iika ada]

4l Diisi dengan narna pihak yang merugikan/yang
bertangungiawab.

5) Diisi dengan alamat lengkap pihak yang merugikan /ywrg
bertanggungiawab.

6I Diisi dangan jamlah kenrgian daerah yangterjadi.

7l Diisi dengan jumlah kerugian daerah yang sudah dibayarkan.

8) Diisi de*gan jumlah kenrgian daerah yang masih hanrs
dibayarkan.

9) Diisi dengan noaor SKTJM/SKP2K.

1O) Diisi dengan nasra penrerintah daerah.

11) Diisi dengan pilihan metode/ tempat pembayaran apakah ke
Bank, bendatrara penerimaan atau lembaga keuangan non bank
yang ditunjuk (apabila ke bank lengkapi nontor rekening).

12) Biisi d€$gnr tangg&l walr,hr pmbryaran.
13) Diiei dengan jumlah yang harus dibayarkan berdagarkan

dolmraen.

1a) Diisi dengan nama tempat dan tanggal Surat Penagihan
ditandatangani.

15) Diisi denga* naxne PE dima*a yarrgmemjalarkr firrrgBi SKPKD.

16) Diisi dengan kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang
Menangani urusan piutanglutang negaraldaerah did.aerah, d"an
majelis (apabila berdasarkan SKFPK), PD yang aembidans fungsr
pengarrasan, PD dimana yang bersangkutan ditempatkan.
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2. Format penagihan berdasarkan
Penggantian Kerugian

Surat Keputusa Pembebanan

KS-P

Nomor : ........2,
Lanpiran : .........3)
Perihal : Surat Tagihan

Kryada
Y*r........................... 4)
di-

.....s)
Bersama ilei kaai beritatrukan bahwa menurut catatan kami,
saudara/i memiliki kewajiban tuntutan ganti kenrgian daeratr sebesar
Rp...............6) (;..derrgarr huref:..) se uai dolmmen SKP2KS No......fl
yang tcami sertakan sebagai lampiran surat ini.

U:rtuk itu, kam,i meminta saud.ara untuk mel.akukan pembayaran ke
Rekening Kas Umum Pemerintatr............8) melalui .........9) sebesar
Rp.............10) {...dengan huruf...} sesuai SKP2KS No......7) paling
lambat9O.(Sem'bilaa pnlIuh) hari sejak SKP?KS ditetagan
Demikian taghan ini karei samp#kan atas perhatian kami ucapkan
terima kasih

d;Arri il;Ad;ffi;..:.111

t..............nama............)
Tenrbusan disampaikan kepada:

1............ .......13)
2. ...,.......
3. Arsip
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Petuqiuk Pengisian:

U Diisi dengan nama tempat dan tangd penerbitan surat.

2l Diisi dengan rxomor surat.

3l Eiisi de*gartjudah lampirar. (iika ada)

4l Diisi dengan nama pihak yang merugikarl lyang
bertanggungiawab.

5) Diisi dengan ala.rnat lengkap pihak yang merugikan ly88;rg
bertanggungiawab.

6)" Biisi dengan jumlalr kerugian daerah yang-teriadi,.

7l Diisi dengan nomor SKP2KS.

S) Diisi dengan ilam& pemerintah daerah-

9) Diisi dengan pilihan metode/tempat pembayaran (nama bank,
beBdahara peneriBasn atau lemba&r keuangan aon bank yang
dituaiuk|.

1O| Diisi dengan jumlah yang harus dibayarkan.

11,) Diisi dengan ns"na tempat dan tanggal Surat Penagihan
ditandatangani.

121 Diisi dengan naltra PD dimana yang meoialankan fungsi SKpKD,

13) Diisi d.engan aama PD yang meabidangi fungei Pengawasan, PD
dirnana yang bersanglnrtan ditempatkan, m4ielis.
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G. FORMAT SURAT KETERANGAN LUNAS

xor

SURAT KETERANGAN LUNAS
No::..........lf "

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Badan/Dinas....... 2)
dengan ini menyatakan batrwa h:.nttrtan ganti kerugian daerah
terhadap:
Narna : ............. .......3)
NIP" :-.............
Panglrat : .............
Jabatan : .............
Alamat : .............

Sebagaimana tercantum dalam SKTJMISKPK2KS/SKP2K No......4)
dinyahkan telah dibayar lunas sej*'mlah Rp......S) dari kewajiban
berdasarkan SKTJM/ SKPK2KS/ SKP2K No....4) eebesar Rp.......6) .

Selanjutnya, bersama ini juga kami kembalikan dokunren
kepemilikanlaset yang telah dijadikan jaminan atau telah dilakukan sita
jaminan sebagaimana yang tercantum SKTJM/ SKPK2KS/ SKpgK No.. .. 4)
derrga* rincian sebagai berikut:

No Uraian No. Bukti Lokasi Keterangan

Demikian Surat Keterangan ini kax}i buat dengan benar untuk
dipergunakan seagaimana mestinya.

.............7)
Kepala BadanlDinas.......... 8)
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Pehrnjuk Pengisian:

1.) Diisi derrgan nomor surat.

2) Diisi dengan nama PD yang meqialankan fungsi SKPKD.

3,} Iliisidengam identitas pihak yang merugikarr.

4) Diisi dengan nomor SKTJM/SKF2KSISKP2K.

5) Diisi dengan jumlalr uangyang telah dibayarkan.

6l Diisi dengan jumlah kerugiaa daerah.

7)" Diisi deryart tempat darr tar*ggal pe*ar,datanga* surat kep*r-tuean.

8) Diisi dengan nama PD yang meqialankan fungsi SKPKD.

9) Diisi dengan Gubernur, Badan Pemeriksa Keuarlgan, kantor
Perrnrakilan Kementerian Keuangan yang Menangani urusan
piutang/utang negara didaerah, PD yang membidangi fungsi
Pengawasa*; FD dima*a yaflg bersangktrtarr ditempatlsa*, yafrg
bersangkutan.
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PENGURANGAN TAGIHAN ATAS KELEBIHANH. FORh{AT PERMOHONAN
SE?ORAN

Kepada Yth

Kepa1a Grrberrur........ 1)

Di tempat

Dengan Hormat

Saya bertandatangan dibawah ini :

Nama

NIP

Pangkat

Jabatan

Alamat

Sehubungan ditemukan bul*i bart sebagaimana terlampk ya$g
rrrerlyatakan hahwa nilai kerusiarr daerah. yaag: ditaeihkan" kepada saya
sebagaimana tercantum dalam SKIr2KS/SKP2K No.......3) lebih besar dari
yang seharusnya, maka saya memohon untuk diberikan pengurangaa
tagihan kerugia& daslrah derga,rr aifai perhi&,ngan sebagaiim,ana
terlamFir.

Bersama ini saya lampirkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan:

1. SKP2KS/SKP2K.

2. Bukti Pengurangan Tagihan.

3. Perhitungan Fengurangan Tagihan.

Besar harapan saya agar permohonan saya dapat dikabulkan. Atas
perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

.....41

Petur$uk Pengisian:

1) Diisi dengan nama pmerintah daerah.

2) Diisi dengan identitas pihak yang merugikan.

3) Diisi &rrgan nCImordol$muen SKP2KS/SKP?K.

a) Diisi dengan tempat dan tanggal penandatangan surat perrnohonan.

2l
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I. FORMAT DAFTAR KERUGAN DAERAH

KOP

Pemerintah Provinsi Bengkulu

Tahun......11

KEPALA BADAN/ DrNAS... 1 3)

(...nama...)

Petunjuk Pengisian:
1) Diisi dengan nomor urut.
2) Diisi dengan nama orang dan jabatan yang mengakibatkan kerugian

daerah.
Diisi dengan narna tempat/instansi kejadian perkara.
Diisi No. /Tgl. SKTJM/ SKP2KS/ SKP2K.
Diisi uraian kasus/ tahun kejadian.
Diisi dengan jumlah kerugian daerah.
Diisi dengan jumlah pembaya-ranyang telah diterima.
Diisi dengan sisajumlah kerugian.
Diisi dengan nomor bukti kepemilikan, jenis dan jumlah barang
jaminan.

l0)Diisi dengan pelaksanaan SKTJM, Mis: Lunas, tunai, atau
melalui penjualan barang.

11) Diisi dengan untuk periode tahun pelaporan keuangan /tahun anggaran.
12)Diisi dengan nama tempat dan tanggal.
13) Diisi dengan nama PD yang menjalankan fungsi SKPKD.

GUBERNUR BENGKULU,
ttd.

ROHIDIN MERSYAH
dengan aslinya

HUKUM
MANUSIA

3)
4l
5)
6)
7l
8)
e)

No. Nama/
Jabatan

Unit
Kerja

No.
SKTJM/
SKP2KS/

SKP2K

Uraian
Kasus/
Tahun

kejadian

Jumlah
Kerugian
Daerah

(Bp)

Jumlah
Pembayaran

Angsuran
s/d

Bular...(Rp)

Sisa
Kerugian

Jenis dan
Jumlah
Bararrg

Jaminan

Ket

1 2 3 + 5 6 7 I 9 10

Muda
199303 I OO2
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